KEPALA DESA SASAKPANJANG KECAMATAN TAJURHALANG
KABUPATEN BOGOR

PERATURAN DESA SASAKPANJANG
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA “DEKADE JAYA”
DESA SASAKPANJANG KECAMATAN TAJURHALANG KABUPATEN BOGOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SASAKPANJANG

Menimbang :

1. Bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat
Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa diperlukan suatu wadah
yang mengelola perekonomian Desa;

2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa dapat mendirikan
Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa ;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha
Milik Desa Sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1050 Nomor 8) ;



Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  Keusngan
antarm Pemerintah Musat dian Pemedntah Daerih;

Permturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Desa (Lembaran

Negarn Republik Indoneals Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 41 15),

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun
Pembentukan Badan Usalin Milik Desn; T YT

Peraturan Daerah Kabupaten Dogor Nomor 9 Tahun 20006 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 254);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SASAKPANJANG
DAN
KEPALA DESA SASAKPANJANG
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DESA SASAKPANJANG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA

MILIK DESA “DEKADE JAYA" DESA SASAKPANJANG KECAMATAN
TAJURHALANG KABUPATEN BOGOR,

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

. Desa adalah Desa Sasakpanjang,.

. Pemerintah Desa adalah kepala Desa yang dibantu pemerintah Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Desa,

. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa Sasakpanjang,

. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sasakpanjang.
. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sasakpanjang.

. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah
antar DBadan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang disclenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk
menyepakatl hal yang bersifat strategis.

. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari
Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita



Arara kesepkatan Musyawatmh Dess yang ditandutangani oleh Ketun Badan
Permunsyawarntan Desn dun Kepilin Diean,

B Peraturan Desa ndalnl peratumn perundnng undangan yang ditetapkan oleh

Kepaln  Desa wetelabh  dibihas  dan
il
i P e wepakall  bermamin badan

Ll H'“II"'" Usaha Mililc Desa, selanjutnys disebut UM Denn, adaloh budan
usn Wi yang seluruh st sebagiaon benar modulnyn dimilikl oleh Desa melalul
penyerinnn - secarn langsung yang  bernsal  dard keliyann  Desn  yang

dipisahkan gunn mengeloln asel, fusa peln
sebesar-besarnya keselahterann mnsyﬂrﬁmrg:::mj (R AT U

10. Pengawns Badan Usaha Milik Desa adal
nh pe
masyarakont Desa melalul Musyawarah Desa, PN

II.E:;LUmha Simpan Pinjam adalah sebuah usaha yvang dilaksanakan Badan

oy a Millk Desa untuk upaya peningkatan perckonomian desa dengan

gusahakan bantuan permodalan dan menggunakan sistem  kredit
konvensional dan atau dapal menggunakan sistem kredit syariah,

12.Unlil usaha Perdagangan adalah usaha
yang be k dal
padi dan hortikultura serta komoditas ya ln%m rgerak dalam perdagangan

13.Unit Jasa/Persewaan adalah usaha yang dilaksanakan Badan Usaha Milik

Desa dalam penyediaan jasa sewa be :
konstruks| lainnya. J @ berupa penyewaan alat-pertanian dan

14.Unit Usaha lainya dapat pula dikembangkan sesual dengan kebutuhan dan

E'}Zl::ﬂs usaha yang tersedia di Desa Sasakpanjang maupun wilayah luar

BAB 11
AZAS DAN TUJUAN PEMBENTUKAN BUMDes
Pasal 2

BUMDes dalam usahanya berazaskan :

1. Demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian
2. Pengayoman.

3. Pemberdayaan.

4. keterbukaan.

Pasal 3
Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sasakpanjang antara lain :

Meningkatkan perekonomian Desa;
Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
Meningkatkan usaha masyarakal dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa:

Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan
pihak ketiga,

Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan
layanan warga umum;

6. Membuka lapangan kerja;

L RS e

@



« Meningkntkan  keselahterman  masyarakat  melalul perbalkan  pelayanan

umum, pertumbuhon dan pemerntnan ekonomi Daew; dlan
Menlnghkatknn pendapatan masyarakit Dess dan Pendapuatan Asll Desa,

AR I
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 4

+ Pemerintah Desa  membentuk Badan Usaha Millk Desa yang bernama

BUMDesa "DEKADE JAYA" Desa Sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang
Kabupaten Bogor;

Ruang lingkup usaha Badan Usaha Millk Desa "DEKADE JAYA® dapat
meliputl seluruh jenis usaha balk bidang simpan-pinjam, Perdagangan,
Jasa/Persewaan dan lain-lain yang dilakukan melalui musyawarah Desa.

BAB IV

KEDUDUKAN FUNGSI TUGAS DAN WEWENANG BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 5

Kedudukan Badan Usaha Milik Desa Sasakpanjang:

1.

2,

BUMDesa adalah Suatu Badan Usaha millk Desa yang berkedudukan di
wilayah Desa Sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor

BUMDesa adalah suatu badan usaha millk Desa yang independen dan
berbadan hukum dan strukturnya terpisah dari Pemerintah Desa serta
merupakan mitra kerja kepala Desa dalam hal peningkatan sumber
pendapatan asli desa dan membantu Pemerintah Desa dalam pembangunan
di bidang perekonomian.

3. BUMDesa Bertanggung Jawab langsung kepada Kepala Desa.

Pasal 6

Fungsi BUMDes adalah :

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan aparatur Pemerintah Desa.

. Membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan  dan

penyelenggaraan kegiatan ekonomi Desa.

Membantu Pemerintah Desa dalam upaya mengembangkan sumber-sumber
potensi alam dan manusia di desa untuk dikembangkan menjadi sumber-
sumber ekonomi.

Menjadi media Pemerintah Desa untuk mewujudkan rencana-rencana
pembangunan kKhususnya dibidang perekonomian.

Pasal 7



Tugns NUMDesa *DEKADE JAYA® adalah :

Iq
4.

d

Merumuskan kegintan usaha dan ekonom! Demsa.

Menggall, mengembuangkan dan menata potensi-potensi perekonomian balk
secarn internal maupun ekternnl untuk kepentingan Desa,

Kepentingan Desa sebagaimana dimaksud dalam paint b, meliputl keglatan
peningkatan Pendapatan Asll Desa,

Membuat laporan bulanan, triwulan dan Tahunan secarn berkala kepada
kepala Desa.

Pasal 8

Wewenang BUMDesa *"DEKADE JAYA” adalah

P

- Membuat kebijakan usaha baik secara internal maupun cksternal.

Membuat rancangan usaha di bidang simpan pinjam, Perdagangan,
Jasa/Persewaan dan lain-lain usaha yang dapat memberikan keuntungan
kepada pihak manajemen BUMDesa.

Membuka peluang kerjasama baik dengan individu, pihak ketiga, lembaga
ckonomi, lembaga swadaya masyarakat, akademisi dan atau pihak lainya
dalam bentuk unit-unit usaha, guna optimalisasi keglatan peningkatan
usaha dan laba dari usaha tersebut, antara lain :

Unit usaha Simpan Pinjam adalah sebuah usaha yang dilaksanakan
BUMDesa untuk upaya peningkatan perekonomian desa dengan
mengusahakan bantuan permodalan dan menggunakan sistem kredit
konvensional dan atau dapat menggunakan sistem kredit syariah;

Unit usaha Perdagangan adalah usaha yang bergerak dalam perdagangan
padi dan hortikultura serta komoditas yang lain;

Unit Jasa/Persewaan adalah usaha yang dilaksanakan Badan Usaha Milik
Desa dalam penyediaan jasa sewa berupa penyewaan alat-pertanian dan
konstruksi lainnya.

Unit usaha lainya dapat pula dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan
peluang usaha yang tersedia di Desa Sasakpanjang maupun wilayah luar
Desa Sasakpanjang, untuk kemudian lebih lanjut penanganannya diberikan
kepada Pelaksana Operasional BUMDes,

Memilih dan menentukan Konsultan perencanaan usaha, pelaksanaan usaha
dan Akuntansi, apabila diperlukan dapat menghadirkan dan atau membuat
perjanjian baik dengan personil dan atau lembaga lain, yang berasal dari
dalam maupun luar desa atau pihak ketiga yang tidak mengikat untuk
kemudian diberi kewenangan oleh BUMDesa sebagai konsultan perencanaan
usaha, pelaksanaan usaha atau konsultan akuntansi untuk perbaikan dan
atau peningkatan usaha maupun pelaksanaan oprasional BUMDesa.

Mengatur seluruh jalannya operasional manajemen BUMDesa secara
propesional dan akuntabel, independent dan mandiri dengan dilandasl azas
keterbukaan dan azas Demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian,

BAB V

ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA



Lisaninast  posigsiol | . .
Pemedniah I'::mﬂ" WM Denn *OEKALIE IAYA
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terpimaly  darl  erpgpunisan

Pusal 10

Sununin kepengirusan rgnnisanl pengeloln UM Dess terdin dar
Pewan Komisaris,

Pelnksang Oipernsional; dan
Pengnwng

Penamuan susunan kepengurusan organisasl sebagalmans dimaksud peda
ayal (1) dupat menggunukan penyebutan nama setempat yang dilandasi
Semangil kekelunrgaan dan kegnlongrovangan

Pasal ! |

Dewan Komisaris sebagaimans dimaksud dalam Pasal 10 hurul & dijubat
secirn ex officio oleh Kepala Desa dengan anggota Sekretarls Deas.

Dewnn Komisaris sebagaimana dimaksud parda ayal | 1) berkewnjiban

- Memberikan nasihal kepada Pelaksana Cperasional dalam melaksanakan

pengelolann BUM Desa;

Memberikan saran dan pendapat mengenal masalah yang dianggap penting
bagi pengelolann BUM Desa: dan

Mengendalikan pelanksanaan keglatan pengelolaan BUM Desa.
Dewun Kumisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang |

- Mcminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenal pernoalan yang

menyangkut pengrelolaan usaha Desa; dan

Melindungi ussha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja
BUM Desa.

Pasal |2

Pelaksana Operasional sebagrimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b
mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desz sesuai dengan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewazjiban :

. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjed! lembaga yang

melayani kebutuhan ekonomt dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ckonomd Dess untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan

Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan



R

Me
hml:r?-um lapormn perkembangan keglatiun unit-unit usahis UM Desa setlap

Membuat  lapormn perkembangan  unit-unit  usaha HUM  Dess kepadn

musynrakut Desa melalul Musyawamh Desa sekuring kurungnys 2 (dua) lali
dalam | {satu) tuhun

Pasal 13

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pusal 12 ayat
(2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesual dengan
kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan

administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.

Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan
dan harus disertai dengan urmian tugas berkenaan dengan tanggung jawa b,
pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Penunjukan Anggota Pengurus dan Pengangkatan Karyawan,sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan (2} diatur Dalam AD/ART BUMDes.

Pasal 14

(1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :

masyarkat Desa yang mempunyal jiwa wirausaha,
berdomisili dan atau bertempat tinggal di wilayah Desa Sasakpanjang

sekurang-kumngnyn 2 ( Dua ) tahun;

pendidikan minimal Seungkat SMU/Madmasah Aliyah/SMKatau scderajat
dan mempunyai kemampuan komputer;

berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatan terhadap usaha
ckonomi Desa;

(2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan :

4.

5.

. Meninggal dunia

Telah selesai masa bakti sebagalmana diatur dalam Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;

Mengundurkan diri;

Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik schingga menghambat
perkembangan kinerja BUM Desa;

Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

(3) Masa bakti Pelaksana Operasional diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 15

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf ¢ mewakili
kepentingan masyarakat
Susunan Kepengurusan Pengawas terdin dan @

. Ketua,

Wakil Ketun memngkap anggota;



o S

Jo Sekmtarls mernngknp anggota;
- Anpgoti

e

m’]:‘:l:‘:::k sebogaimana  dimaksud pada ayat (1) mempunyal kewajiban

Ok !l'kur::.'[: M':I“" Umum Kepada Penasihat untuk membahas kinern BUM
; RB-Kurnngnya | (satu

Pelnksanaan EIUMl}c;_‘ v | [satu) tahun sekall manakala ada penylmpangan

:;ﬂl!nwnn sebagaimana dimaksud poda ayat (1) berwenang mengusulkan
apat Umum Pengawas untuk :

. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sehagalmana dimaksud pada ayat (2);

Penetapan kebijalan pengembangan keglatan usaha dari BUM Desa; dan

. Pelaksanaan  pemantauan  dan  evaluasi  terhadap kinerja  Pelaksana

Operasional,
Misa baktl Pengawans diatur dalam Anggaran Dasar den Anggaran Rumah
Tanggn DUM Desa

BAB VI
SISTEM PERMODALAN BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 16

Modal awnl BUM Desa bersumber darl APB Desa,
Modul BUM Desa terdird ntns:
Penyertann modal Desa; dan

Penyertnan modal masyarakat Desa,
Penyertann modal dari Lembagn Keuangan Mikro (BKD dan UPK LKM,)

Pasal 17

Penyertann modal Desa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2

hurul a terdird atas ;

Hibah dari pihak swasta, lembaga sosinl ekonomi kemasyrakatan dan Jatau
lembagn donor yang disalu rikan melalul mekanlsme APB Desa;

Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Knbupaten yang disalurkan melalul mekanisme APB Desa;

Kerjasama  usaha dari  pihak swasia, lembaga sosial ekonomi

kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagal kekayaan
kolektil Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan
pernturan perundang-undangan tentang asct Desa,

Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
avat (2) hurul b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan

masyarakat.




HALY VI
ALOKASE HASH, BADAN USAHA MILIK DIEBA
Pasal 18

1) Has

{ln]mmv.ku:: “m“‘“f HUM Desa merupakan pendapatsn yulig diperoleh il binwl

pen 1Htl't “”"“‘Hl dengan  blayn  dan kewajilan patla plhak  Judn,  aeria
yusutan atas barang harang nventuris didam 1 (satu) tahun likeu

r 3

[;’i{ Pembagian hasil usahuy BUM Desa se gl e i Ainaksud  pada pynl i)
( t‘lnplufn berdasarkan ketentuan yang diatu dalim Anggoran | asdl | Avippinn
Rumah Tangga BUM Desa

(3) Alokasl pembaglan hasil usaha sehagalimnana dimalksud patda oyl (1) thapinl
dikelola melalul sistem alkuntansi sederhann

AL VI
KEPAILITAN BADAN USAI (A MILHKC LHESA
Pasal 14

(1) Keruglan yang dialami UM Desa menjudi heban UM Liesa
(2) Dalam hal BUM Desa tdale dapat menutupl kerughan dengan pacl
ke kayaan yiung dimilikinya, dinyatakan rugl melalul Musyawarul esa

iupl kerugan dengan ol

(3] Unit usaha milik UM Desa yang tidale dapat ment
o dengan ketentuan dulun

dan kelkayaan yang dimilikinyn, dinyatakan pallil sesui
peraturan perundang undangan mengenal leepatlitan

LAY IX
I HTUBUNGAN KIEIRJIA SAMA / KIEMITRAAN 1 HENE FAN PHIAK KEETICA
Masnl 20

HUMDesa dapal mengadakan huhungan Kerja sann / kemdtraan dengan pihak

ketiga dengan ketentuat .

| Untuk pembentukan unit-unit usaha BUMDesa balle yang dilalsanalun wlas

inisiatll internal manjemen PIUMDesa  maupur Yillig il lesareloan bk

landasan kerjasama denpgan pilink letiga, malka plhalke pengurus LM besi
harus mendapat persetujuan tertulis darl Pemerintah Desd.

2. Kerjn sama schagalmand dimaksud dalam ayat 1 el sehut diatis haroas sallig

menguntungkan dan  dituangkan dalaim  peraturan Lesag deripgadn gl

wiktu kerja sama paling lama 10 (sepulub) tuhur, getelah perlanjian Kerjs




sama scles
mika I‘:‘l::l::"ltlr :":H{ karcna alasan tepat waktu maupun tidak tepat wiktu
- itah Desa berhak meninjau ulang seluruh isi perjanjlion.

3. -
E:;::::;ﬂ?llm'pl:::;: yang dapat di laksanakan dalam bentuk kerjusama harus
mengemban jm‘ prmlmrﬂ“ﬁ'ﬂﬂﬂ ckonoml  masyarakal  dengin upayn
ihar gkan sumber-sumber polensi ekonomi yang herbasls sumber
RIS alam dan sumber daya manusia yang berada di wilayah Desi
Sasakpanjang. : ‘

AL X
KETENTUAN PENUTUTP
Pasal 21

pembentulkan Badan Usaha Milik Desa *DEKADE
ketentuan teknls pelaksanaan yang belum diatur oleh
lian dapat diatur dengan Keputusan Kepala [Jesa
Permusyawaratan Desi,

Dalam  hal  pelaksanaan

JAYA" ini, mengenal scgala
Peraturan Desa, maka kemud
yang didahului dengan rapat bersama Badan

Paaal 22

Pernturan Desa ini mulal berlaku pada Langgal diundangkan

nya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa

Agar seliap orang mengetahul
Lembaran Desa Sasakpanjang Kecamatan

ini dengan penempatannyé dalam
Tajurhalang Kabupaten Hogor.

Ditetapkan di . SASAKPANJANG
udﬂ"l’i?‘nﬂgﬂl - 7 Oktober 2019
|
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